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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2015 

TENTANG  

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN  

URUSAN KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip 

bersama dengan lembaga teknis terkait; 

b. bahwa berdasarkan surat persetujuan dari Sekretaris 

Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor S.731/II-KUM/2014 tanggal 23 Desember 2014 

tentang Rekomendasi Persetujuan atas Draft Pedoman 

Retensi Arsip Sektor Perekonomian  Urusan Kehutanan 

telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor 

Perekonomian Urusan Kehutanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor 

Perekonomian Urusan Kehutanan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

     2.Undang-Undang ... 
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2. Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 2009  tentang  

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5432); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 

Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;  

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 

Tahun 2013; 

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3           

Tahun 2013; 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia; 

 

 

 

           MEMUTUSKAN ... 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR 

PEREKONOMIAN URUSAN KEHUTANAN. 

 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang 

wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. 

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan 

daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan 

dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 

selama jangka waktu tertentu. 

4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

tinggi dan/atau terus menerus. 

5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

telah menurun. 

6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan 

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional 

pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak 

tergantikan apabila rusak atau hilang. 

7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta 

arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah 

habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan 

yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia 

dan/atau lembaga kearsipan. 

                  8. Jadwal ... 
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8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA 

adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka 

waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan 

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 

suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 

dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyusutan dan penyelamatan arsip.  

9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah 

semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan 

arsip di lingkungannya. 

10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada 

pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi 

kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip 

dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung 

oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta 

sumber daya lainnya. 

11. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan 

cabang-cabang kekuasaan negara yang meliputi 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain 

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

13. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan 

pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip 

diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan 

bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif 

bangsa. 

                    14. Nilai ... 
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14. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung 

fakta dan keterangan yang dapat digunakan  untuk 

menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang 

bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, 

dilaksanakannya fungsi dan tugas  serta bagaimana  

terjadinya peristiwa  kesejarahan tanpa dikaitkan secara 

langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai 

orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan 

sejenisnya. 

 

Pasal 2  

 

(1) Pedoman retensi arsip sektor perekonomian urusan 

kehutanan disusun oleh Arsip Nasional Republik 

Indonesia bersama dengan Kementerian Kehutanan 

Republik Indonesia. 

(2) Ketentuan mengenai retensi arsip sektor perekonomian 

urusan kehutanan tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

ini. 

 

Pasal 3 

 

(1) Pedoman retensi arsip sektor perekonomian urusan 

kehutanan memuat jenis arsip, retensi atau jangka 

waktu simpan minimal, dan keterangan.  

(2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan 

dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas 

sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi. 

(3) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi 

retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola: 

a. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi 

dan teknologi; dan 

b. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna 

pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti 

pembukuan dan data pendukung administrasi 

keuangan yang merupakan bagian dari bukti 

pembukuan. 

                     Pasal 4 ... 
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Pasal 4 

 

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 

Peraturan ini memperhatikan ketentuan: 

a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan 

arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;  

b. peraturan perundang-undangan yang mengatur 

daluwarsa penuntutan hukum; dan 

c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.  

 

Pasal 5 

 

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang 

penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan 

dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan: 

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa 

akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna 

lagi; dan 

b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap 

memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna 

sekunder. 

 

Pasal 6  

 

(1) Pedoman retensi arsip sektor perekonomian urusan 

kehutanan digunakan untuk menyusun JRA bagi 

pencipta arsip. 

(2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan jangka waktu penyimpanan arsip 

sektor perekonomian urusan kehutanan. 

(3) Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pencipta arsip:  

a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas 

minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2); dan 

b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman 

retensi. 

 

                       Pasal 7 ... 
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Pasal 7 

 

Jenis arsip urusan kehutanan meliputi: 

a. perumusan kebijakan; 

b. penyuluhan; 

c. planologi kehutanan; 

d. bina usaha kehutanan; 

e. standardisasi dan lingkungan; 

f. perlindungan hutan dan konservasi alam; 

g. bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan 

sosial; dan 

h. penelitian dan pengembangan kehutanan. 

 

Pasal 8 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 

   Ditetapkan di Jakarta 
  pada tanggal 26 Januari 2015 

 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

MUSTARI IRAWAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Februari 2015 2014 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

                 REPUBLIK INDONESIA, 

                           ttd. 

                   YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 173NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR ... 



  

1 2 3 4

1

10 Tahun Permanen

- Pengkajian dan pengusulan kebijakan

- Penyiapan Kebijakan

- Perumusan Kebijakan

- Masukan dan dukungan kebijakan

- Penetapan NSPK

2

1 Program Kerja Penyuluhan 5 Tahun Musnah

2 Materi Penyuluhan 5 Tahun Musnah

3 Program Penyuluhan 5 Tahun Musnah

4 Sarana Penyuluhan 5 Tahun Musnah

5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan 5 Tahun Musnah

6 Pemberdayaan Masyarakat 5 Tahun Musnah

7 Pelaksanaan Penyuluhan 5 Tahun Musnah

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KEHUTANAN

NO. JENIS/ SERIES ARSIP RETENSI KETERANGAN

Perumusan Kebijakan dibidang : Penyuluhan, Planologi Kehutanan, Bina Usaha 

kehutanan, Standardisasi, Perlindungan Hutan dan Konservasi alam, Bina Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Penelitian dan Pengembangan

Penyuluhan

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN 
KEHUTANAN
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NO. JENIS/ SERIES ARSIP RETENSI KETERANGAN

8 Diseminasi 5 Tahun Musnah

9 Evaluasi, dan Laporan 5 Tahun Permanen

3

A 10 Tahun Permanen

1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan 

2 Penataan Ruang Kawasan Hutan

3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan

B 10 Tahun Permanen

1 Pengukuhan Kawasan Hutan 

2 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan

3 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan 

C 10 Tahun Permanen

1 Inventarisasi Sumber Daya Hutan

2 Pemantauan Sumber Daya Hutan 

3 Pemetaan Sumber Daya Hutan 

4 Jaringan Data Spasial

D

1 Penggunaan Kawasan Hutan 10 Tahun Permanen

2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan 10 Tahun Musnah

3 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan 10 Tahun Permanen

E 10 Tahun Permanen

1 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

2 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan 

3 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Planologi Kehutanan

Perencanaan Kawasan Hutan

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Penggunaan Kawasan Hutan

Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
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NO. JENIS/ SERIES ARSIP RETENSI KETERANGAN

4

A 10 Tahun Permanen

1 Data areal HPH/HTI/IUPHHK

2 SK HPH/HTI/IUPHHK

3 Kerjasama 

4 Pembatalan/Penolakan

5 Perpanjangan 

B

1 Investasi Industri 10 Tahun Permanen

2 Peralatan 10 Tahun Musnah

3 Tenaga Kerja 5 Tahun Musnah

4 Pemegang Saham 10 Tahun Musnah

5 Neraca Perusahaan 10 Tahun Permanen

C

1 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 10 Tahun Permanen

2 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) 10 Tahun Permanen

3 Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT) 5 Tahun Permanen

4 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL) 5 Tahun Permanen

D 5 Tahun Musnah

1 Target Produksi RKT dan Bagan Kerja

2 Produksi Kayu

3 Produksi Non Kayu

E 5 Tahun Musnah

1 Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK

2 Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK

3 Industri Non Kayu

Rencana Karya

Bina Usaha Kehutanan

HPH /HTI/IUPHHK

Modal dan Peralatan  

Produksi

Industri
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NO. JENIS/ SERIES ARSIP RETENSI KETERANGAN

F 10 Tahun Permanen

1 Hutan Tanaman Industri Pulp

2 Hutan Tanaman Industri Pertukangan 

G

1 Pemblokiran 5 Tahun Musnah

2 Denda 10 Tahun Musnah

3 Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK 10 Tahun Permanen

H 5 Tahun Permanen

1 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi

2 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi

3 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi

4 Pengembangan Investasi Usaha

I 5 Tahun Permanen

1 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam

2 Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil 

3 Produksi Hutan Alam

4 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam

J 5 Tahun Permanen

1 Hutan Tanaman Industri

2 Hutan Tanaman Rakyat

3 Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi 

4 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman

5 Pembiayaan Hutan Tanaman 

K 10 Tahun Musnah

1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pembangunan Hutan Tanaman Industri

Pelanggaran dan Sanksi

Pemanfaatan Hutan Produksi

Pengembangan Hutan Alam

Pengembangan Hutan Tanaman

Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
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NO. JENIS/ SERIES ARSIP RETENSI KETERANGAN

2 Peredaran Hasil Hutan

3 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan

4 Penertiban Peredaran Hasil Hutan 

L 10 Tahun Permanen

1 Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan

2 Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan

3 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

M 5 Tahun Musnah

1 Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK

2 Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur

5

A 5 Tahun Permanen

1 Kayu

2 Non Kayu 

3 Produk 

4 Proses 

B 10 Tahun Permanen

C 5 Tahun Musnah

1 Pengembangan Perusahaan

2 Pengembangan Pemasaran

D 5 Tahun Musnah

E 10 Tahun Permanen

1 Amdal di Dalam Kawasan Hutan

2 Amdal di Luar Kawasan Hutan

Standardisasi

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Pembinaan Hutan

Standardisasi Dan Lingkungan

Sarana Pengujian Hasil Hutan

Pengembangan

Pemasaran Hasil Hutan

Pengendalian Lingkungan
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NO. JENIS/ SERIES ARSIP RETENSI KETERANGAN

F 5 Tahun Musnah

1 Sarana dan Prasarana (Armada Angkutan, Kerjasama Angkutan, Tempat 

2 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan (Angkutan dan Bongkar Muat)

G

1 Tanda Pengenal Perusahaan 5 Tahun Musnah

2 Legalitas 5 Tahun Musnah

3 Palu Tok Kualitas 5 Tahun Permanen

4 Pass Angkutan 5 Tahun Musnah

5 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan 5 Tahun Musnah

6

A

1 Flora dan Fauna yang Dilindungi 5 Tahun Permanen

2 Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi 5 Tahun Musnah

3 Lembaga Konservasi/Kebun Binatang 5 Tahun Permanen

4 Konvensi Keanekaragaman Hayati 5 Tahun Permanen

B 10 Tahun Permanen

1 Cagar Alam

2 Suaka Margasatwa 

3 Taman Wisata 

4 Taman Buru 

5 Taman Nasional 

6 Taman Hutan Raya

7 Hutan Lindung dan Suaka Alam 

8 Lahan Basah dan Konservasi Laut 

9 Gua/Karst 

C 5 Tahun Permanen

1 Pelanggaran

Angkutan Hasil Hutan

Tata Usaha Hasil Hutan

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Konservasi Jenis dan Genetik

Kawasan Konservasi

Pengamanan Hutan
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NO. JENIS/ SERIES ARSIP RETENSI KETERANGAN

2 Bencana Alam

3 Kebakaran Hutan

4 Sengketa Hutan

5 Hama dan Penyakit

D

1 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan 5 Tahun Permanen

2 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah 5 Tahun Permanen

3 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 5 Tahun Musnah

E 10 Tahun Permanen

1 Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

2 Pemanfaatan Jasa Lingkungan 

3 Pemanfaatan Wisata Alam

F

1 Cinta Alam 5 Tahun Musnah

2 Kader Konservasi Sumber Daya Alam 5 Tahun Musnah

3 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA 5 Tahun Permanen

7

A

1 Pemolaan Benih 10 Tahun Permanen

2 Kebun Benih 10 Tahun Permanen

3 Tegakan Benih 10 Tahun Permanen

4 Pengadaan Benih 10 Tahun Musnah

5 Pengujian dan Penyimpanan Benih 10 Tahun Permanen

6 Lalu Lintas Angkutan Benih 5 Tahun Musnah

7 Pembibitan 10 Tahun Permanen

8 Pengembangan Sumber Benih 10 Tahun Permanen

9 Pengembangan Usaha Perbenihan 10 Tahun Permanen

Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Penyidikan dan Perlindungan Hutan

Bina Cinta Alam

Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial

Perbenihan
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NO. JENIS/ SERIES ARSIP RETENSI KETERANGAN

10 Pengendalian Peredaran Benih 10 Tahun Permanen

B 5 Tahun Permanen

1 Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2 Rehabilitasi Hutan

3 Rehabilitasi Lahan

4 Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa dan Gambut

5 Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah 

C 5 Tahun Permanen

1 Reboisasi Lahan Kritis 

2 Reboisasi Areal HPH

D 5 Tahun Permanen

1 Pemolaan Pengelolaan DAS 

2 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS 

3 Teknik Pengelolaan DAS 

4 Evaluasi  Pengelolaan DAS 

E 5 Tahun Permanen

1 Pemolaan 

2 Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

3 Pengembangan Hutan Desa 

4 Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan

5 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosia

6 Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan ( HHBK/AUK)

F 5 Tahun Permanen

1 Penentuan Lokasi 

2 Pemupukan Lokasi 

3 Pengelolaan Tanah

4 Pemindahan Penduduk 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tanaman Reboisasi

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Perhutanan Sosial

Pengendalian Perladangan
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1 2 3 4

NO. JENIS/ SERIES ARSIP RETENSI KETERANGAN

5 Pembuatan Sarana 

8

A

1 Perencanaan Program Penelitian 5 Tahun Permanen

Penyusunan Rencana Anggaran Penelitian dan Pengembangan

Penyusunan Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

2 Pelaksanaan Penelitian 5 Tahun Permanen

Ijin penelitian data penelitian

Data Mentah Hasil Penelitian 

Hasil Penelitian

Analisis Hasil Penelitian

Laporan Hasil Penelitian

B 5 Tahun Permanen

1 Monitoring Penelitian

2 Evaluasi Penelitian

3 Rekomendasi Penelitian

C

1 Gelar Teknologi 5 Tahun Permanen

2 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan 5 Tahun Musnah

Diseminasi

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN


